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TENTANG
STAITDAR PEL/\YANAJY PUBLIK P^,'A PELAYANAJT AI'UUVISTRASI

TERPADU I{BCAMATAN PADA I(ECAMATAN DAWARBLAJTDONG

ilealmbang a Bahwa setiap penyelenggara pelayanan public wajib
menJ rsun Standar pelayanan dngan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masayarakat,
dan kondisi lingkungan;

b. Bahwa

dimaksud
sebagaimana

melaksana_kan
ketentuan pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu
menetapkan Keputusan Camat Dawarblandong tentang
Standar Pelayanan publik pada pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan pada Kecamatan Dawarblandong;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

berdasarkan pertimbangan

dalam huruf a serta untuk

trflengingat 1

2

J



Tahun 2OAg Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind'onesia Nomor 5038);

4.PeraturanPemerintahNomorg6Tahun2o]-2tentang
Pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 2!5' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

ReformasiBirokrasiNomorlsTahun2ol4tentang
PedomanStandarPelayanan(BeritaNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 615);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorSSST)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OO8 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a826l4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggara'an

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6Oa1);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

20lO tentang Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2OL+ tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2Oe3l;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OLs

tentang Pembeirtukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor



Menetapkan

PERTAMA

20361;

12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan Lalu Lintas
Dalam Keadaan Tertentu dan penggunaan Jalan Selain
Untuk Kegiatan l,alu Lintas;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4
Tahun 2012 tentang pelayanan publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2O12 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4g Tahun
2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015
Nomor 44);

15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor gO Tahun
2OL6 tentang Kedudukan, Su su nan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016
Nomor 84);

16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas peraturan Bupati
Nomor 54 Tahun 2O2O Tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Kepada C amat;

MEMUTUSI(AN:

STAITDAR PELAYANAN PI'BLIK PADA PELITYANAII

ADTINISTRASI TERPN}U I{BCAIUA'IAIT PAI'A
XTCAItrATAN I'AtrIARBLAIIIX)NG

1. Kecamatan Dawarblandong menetapkan dan

menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap
jenis pelayanan;

2. Standar pelayanan Publik ditetapkan oleh pimpinan

Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Komponen

Standar Pelayanan Publik meliputi :

a. Persyaratan;

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

c. Jangka Waktu Penyelesaian;

d. Biaya/tarif;

e. Produk Pelayanan;



KEDUA

f. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;

g. Dasar Hukum;

h. Sarana dan Prasarana;

i. KomPetensi Pelaksana;

j. Pengawasan Internal;

k. Jumlah Pelaksana;

1. Jaminan PelaYanan;

m.JaminanKeamanandankeselamatanPelayanan;

n. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dawarblandong
Pada tanggal : 28 Februai 2024

*



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT DAWARBLANDONG

]pIgL t&s.4sl lr<Ep/416_erc-1zaz+
TAIIGGAL : 28 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PAI'A
PELITYAIYAN ADMIITISTARSI TERPADU

KTCAMATAIIT DAtrIARBLANDOITG

(TERLIIIIPTRI



STANDAR PEI.AYATIAN

PENERBITAN REKOMEHDASI BEAKESII'IASKIN

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

2.

3.

4.

Surat Pengantar dari desa
Foto copy KTP

Foto copy KK
Rujukan dari Puskesmas

2 Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan
Penerbitan Beakesmaskin ditujukan kepada Camat
Dawarblandong

2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan bahwa
permohonan Penerbitan Beakesmaskin telah diterima;

3. Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan
penerbitan Beakesmaskin ;

4. Pengguna layanan menerima Beakesmaskin

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Paling Iama t harisejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4 Biaya/Tarif Gratis

5. Produk
Pelayanan

Beakesmaskin

6. Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

Pengaduan, saran, da
melalui via:

n masukan dapat disampaikan

a. $ Pengaduan dan Pelayanan 0856-Ogg1-g3g5
b. lO kecamatan.dawarblandong
r. fl kecamatan.dawarblandong
d. Survey Kepuasan Masyarakat

https //sukma.iatimo rov.qo.jglifelsurvev?i dUser=1291

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

1 Persyaratan

. undang-Undang Nomor 14 Tahun 20og tentang Keterbukaan
!nformasi Publik (Lembaran Negara nepuntit lndonesia
Tahun 2008 Nomor G1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
aBail;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2o0g tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2o0g
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 503S);
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur _sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun zo14
tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor ZgZ);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 200g tentang
Keterbukaan lnfoma_si publik (Lembaran Negara Republil
lndonesia Tahun 2010 Nomor gg, Tambahin Lembaran
Negara Nomor 51ag);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang



n 2023 tentang
un2O2O Tentang
rCamat

Republik lndonesia Nomor 5357);
Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahui
Perubahan atas Peraturan Bupati No 54 Tah

kPubliPelayanan (Lembaran k ndNegara aonesiRepubli
ahunT 12A 2 Nomor 12 Trambahan5, Lem ranba JANega

Peli lan
2 Sarana,

Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
2. Meja dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner
6. Jaringan internet;

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang memil
Administrasi dan

ki pengetahuan di bidang

2- Pegawai yang bisa mengoprasionarkan Aprikasi
Adminduk

4. Pengawasan
!nternal

p bulan dilakukan rapat dalam rangka
pengendalian mutu pelayanan publik.
Setia

5 Jumlah
Pelaksana

2 (dua) orang pe! na pelayanan publikaksa

6 Jaminan
Pelayanan

njaKami me mtn kamtpe alayanan ntabelkuCepat,
ntra S dann SCSUA kebpara utuhan nu a ngpeng ayana

rhte ada krodu ann n htela itetad
7 Jaminan

keamanan
dan
keselamatan

n

hasian, keamanan dan
keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

Kami menjamin kera

I Evaluasi
Kinerja

Evaluasi
minimal 1

dilakukan

penerapan standar pelayanan ini dilakukan
(satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
survei kepuasan untuk perbaikan dan

menin katkan kin a n

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada tanggal 28 Februari 2024

DONG

FIQ



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN DISPENSASI NIKAH

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Persyaratan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Surat Permohonan dari Desa

Foto copy KTP calon memPelai

Foto copy KK calon memPelai

Foto copy iiazah terakhir calon mempelai

Formulir N1-N4 dari KUA

Surat Keterang an Sehat Dari Puskesmas/Dokter

2 Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan

Penerbitan dispensasi nikah ditujukan kepada Camat

Dawarblandong

2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas

pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan bahwa

permohonan Penerbitan dispensasi nikah telah diterima;

3. Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan

penerbitan disPensasi nikah;

4. Pengguna layanan menerima dispensasi nikah

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lama t harisejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4 Biaya/Tarif Gratis

5 Produk
Pelayanan

Dispensasi Nikah

6. Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampai
melalui via:

a. g Pengaduan dan Pelayanan 0856-0881-8385

b. lO kecamatan.dawarblandong

.. lil kecamatan.dawarblandong
d. Survey Kepuasan MasYarakat

https://sukma iatimprov. qo. id/felsu User=1291

kan

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2414
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292);



2. Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
2. Meja dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner

6. Jaringan internet;
3. Kompetensi

Pelaksana
1. Pegawai yang memili

Administrasi dan
ki pengetahuan di bidang

2. Pegawai yang bisa mengoprasionalkan Aplikasi
Adminduk

4 Pengawasan
Internal

Setiap bulan dilakukan rapat
pengendalian mutu pelayanan publik.

dalam rangka

5. Jumlah
Pelaksana

2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik

6. Jaminan
Pelayanan

Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel,
transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

7 Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan

Kami menjamin kerahasian, keamanan dan
keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

8 Evaluasi
Kinerja

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada Februari 2024

NDONG

FIQ



STANDAR PELAYAT{AN
PENERBITAN IJIN CUTI I{EPALA DESA

NO KOMPONEN URAIAIT

PEIIYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan Surat pengajuan permohonanizin cuti dari Kepala Desa yang

bersangkutan
2 Sistem,

Mekanisme,
dan Prosedur

1. Kepala Desa menyerahkan berkas permohonan izin cuti kepada
petugas loket untuk diregistrasi

2. Petugas loket meneruskan ke Kasi Pemerintahan untuk
diverifikasi. Berkas yang belum sesuai/belum lengkap
dikembalikan kepada pemohon melalui petugas loket

3. Pengajuan yang benar akan ditindaklanjuti pembuatan surat
izin cuti, dibuat rangkap 2 (dua)

4. Paraf dibubuhkan oleh Kasi Pemerintahan, Sekretaris
kecamatan dan ditandatangani oleh Camat

5. Surat Izin Cuti distempel dan diregistrasi oleh petugas loket
6. Surat diserahkan kepada pemohon dengan mengisi tanda

terima

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lama t hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya/Tanf Gratis

5 Produk
Pelayanan

Surat Pemberian lzin Cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan
diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa

6 Penanganan
pengaduan,
saran dan
rnasukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
melalui via:

a. O Pengaduan dan Pelayanan 0856-0881-8385
b. ED kecamatan.d.awarblandong

.. B kecamatan.dawarblandong
d. Survey Kepuasan Masyarakat

idUser:1291https: / / sukma. i atirnprov. so. id / fe / survev?
PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-undng Nomor 14 tentang Tahun 2AI4 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 48a$;

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oog tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor s rahun 2ol4
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2OL4 Nomor 6);

- undang-undang Republik Indonesia Nomor 3o rahun 2oL4
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 292l.;

4.



Peraturan Pemerintah Nomor 61
Pelaksanaan Undang-undang Nomor
Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 51a91;

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang
Pelayanan Rrblik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53s7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2ol2
tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2O2O Tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Kepada Camat;

. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2O2O tentang cuti Kepala
Desa dan perangkat Desa.

Tahun 2OlA tentang
14 Tahun 2008 tentang

2 Sarana,
Prasarana,
danf atam
Fasilitas

L. Ruang tamu dengan pendingin ruanga"n

2. Meja dan kursi;
3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner

6. Jaringan internet;

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Administrasi

2. Pegawai yang memahami ketentuan Pemilihan Kepala Desa

3 Kompetensi
Pelaksana

Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian
mutu pelayanan publik.

Pengawasan
Internal

2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik5 Jurnlah
Pelaksana

Karni rnenjarnin PelaYanan karni Cepat, akuntabel,
transparan dan sesuai kebutuhan penggLrna. layanan,
terhadap Prodr-rk pelayarlan Yang tela-h ditetapkan.

6 Jarninan
Pelayanan

kearnanan dan
pengguna laYanan,

terhadapprodtrkpelayananyanagtelatrditetapkan

Karni menj arnin kerahasian,
kebr.rtr.rhankeselamatan sesual

Jarninan
keamaman
dan
keselarnatan
pelayanan

7

dilakukanstrrveikepr:asanrrntrrkperbaikandan

pelayanan
kaliminimal satu)

1n1 dilakukantandarSltas1Eval parlpenera
1lS tnyaBulan1 elanjdalam satu)(1 (

meningkatkan kinerja PelaYanan

8 Evaluasi
Kinerja

Ditetapkan di Dawarblandong
28 Februari2024Pada

NG

4.



STANDAR PEI.AYANAN

LEGALISASI SURAT SURAT

KOMPONEN URAIANNO
PENYAMPAIAN LAYANAN
Persyaratan 1. FC KTP ( Kartu Tanda Penduduk )

2. FC KK ( Kartu Keluarga )

3. Berkas Surat Keterangan Legalisasi

1

2 Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas lengkap

2. Petugas pelayanan menerima dan meneliti berkas
pemohon

3. Kepala Seksi pelayanan menerima berkas dan
memverifikasi berkas kalau belum lengkap dikembalikan,
bagi yang lengkap kepala seksi pelayanan
membubuhkan paraf

4. Sekretaris kecamatan melakukan pemeriksaan
kelengkapan berkas serta membubuhkan paraf

5. Camat menandatangani surat yang sudah dibubuhkan
paraf oleh kasi pelayanan dan sekretaris kecamatan

6. Petugas Pelayanan menerima berkas yang sudah
ditandatangani Camat untuk selanjutnya di registrasi ,

stempel , pengarsipan , berkas diserahkan kepada
pemohon.

3 Jangka Waktu ama Jam1 be drkasPaling daiterima nsejak kandinyata

4 Biaya/Tarif Gratis

5 Produk
n

Legalisasi Surat

6 Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan t.lS Pengaduan dan petayanan 0g56-0gg1-g3g5

2.16J kecamatan.dawarblandong
3. kecamatan.dawarblandong
4. Survey Kepuasan Masyarakat

ser= 91m ti S ?

Pengaduan, saran, dan
melalui via:

masukan dapat disampaikan

PENGELOLAA N PELAYANAN

1 Dasar Hukum

2. Peraturan Bupati Mojokerto No.g0 Tahun ZArc
tentang Kedudukan,susunan Organisasi,Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamalan faUupalen 

--
Mojokerto;

3. Perbup No.86 Tahun Z}lgtentang Sistem dan
Prosedur pengelolaan Keuanganbesa ;4. Peraturan Bupati Mojokerto ruo. S+ Tahun ZOZO
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat

1 KabPerda No TIMojokerto nahu 12A 6 tentang
danPembentukan Susunan Peran kat Daerahg

MojokertoKab.



1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan

2. Meja dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner

6. Jaringan internet;

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

2

liki pengetahuan di bidang
Administrasi

1 Pegawai Yang memi3. Kompetensi
Pelaksana

Setiap bulan di
pengendalian mutu

lakukan raPat
pelayanan publik.

dalam rangka4 Pengawasan
lnternal

2 (dua) orang Pelaksana Pe layanan publikJumlah
Pelaksana

5

Cekama n pat,n ma inmemKa pe yana
nnu ahutu ansuaSC keb ayanadan pe gngrantranspa

kante ah da ukroddterha

6 Jaminan
Pelayanan

keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

menjamin kerahasian, keamanan danKamiJaminan
keamanan
dan
keselamatan

la nan

7

Evaluasi peneraPan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan
meni katkan kine

Evaluasi
Kinerja

8

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada ruari 2024

DONG

t.

FIQ

akuntabel



STANDAR PELAYANAN
EVALUASI RANCANGAN PERDES APBDEESA/RANCANGAN PERDES P.

APBDESA

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMP AIAN LAYANAN

1 Persyaratan 1. Surat Permohonan
APBDesa/P-ApBDesa

Draf Prdes APBDesa/p-ApBDesa dan Lampirannya
Persetujuan BPD

2

3

4

Evaluasi Rencana perdes

Perdes RKP Desa dsb
2 Sistem,

Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Berkas lengkap
2. Petugas pelayanan menerima dan meneliti berkas

pendukung permohonan evaluasi rancangan perdes
APBDesa/P-APBDesa

3. Camat mendisposisi surat dengan menugaskan tim
evaluasi rancangan perdes ApBDesa /p-ApBDesa

4. Kepala seksi pemerintahan melakukan evaluasi dengan
mengundang kepala desa ,sekdes,operator untuk
memaparkan rancangabn ApBDesalp-ApBDesa,jika
ada perbaikan atau perubahan di kembalikan lagifepiOa
pemohon untuk diperbaiki.

5. Kepala seksi pemerintahan melaporkan hasik evaluasi
rancanga Perdes APBDesa/P=APBDesa

6. Kepala seksi pemerintahan membuat Draft kepuitusan
Camat tentang hasil evaluasi rancangan perdes
APBDesa/P-APBDesa

7. Petugas Operator mengetik dan mencetak draft
keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan
Perdes APBDesa/P-APB Desa

B. Kepala seksi pemerintahan memeriksa dan
membubuhkan paraf draft hasil evaluasi rancangan
Perdes AP B Desa/P-APBDesa

9. Sekretaris Kecamatanh memeriksa kembali dan
membubuhkan paraf

10. Camat menandatangani Keputusan hasil evaluasi
rancangan Perde APBDesa/P-APB Desa

11. Petugas pelayanan memberi Nomor Registrasi dan
Stemoel Serta mengarsipkan Keputusan Camat tentang
hasil Evaluasi Rancanagan Perdes APBDesa/P-
APBDesa.

l2.Pemohon menerima Surat Keputusan Camat hasil
Evaluasi Rancangan APBDesa/P-APBDesa.

3 Jangka Waktu
n

Paling lama2 harisejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Gratis4 Biaya/Tarif

5. Produk
nan

Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa/ Rancangan Perdes P-
APBDesa
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
melalui via:

1. O Pengaduan dan Pelayanan 0856-0881-8385

6. Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan



3. B kecamatan.dawarblandong
4. Survey Kepuasan Masyarakat

?idUser=129'lhttps://su kma iatimprov go. idlfe/surve

kecamatan.dawarblandong2.ld)

ENGELOLAAN PELAYANANP

1 b.Mojokerto No.9 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan perangkat
Kab.Mojokerto

2.Peraturan B-upati Mojokerto No.80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Funqsi serti
Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

3. Perbup No.86 Tahun 2019 tentang Sistem dan prosedur
Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 54 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

1.. Perda Ka tentang
Daerah

2 Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
2. Meja dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner
6. Jaringan internet;

Kompetensi
Pelaksana

egawai yang memiliki pengetahuan di bidang1 P
Administrasi

Pengawasan
lnternal

Setiap bulan dilakukan rapat
pengendalian mutu pelayanan publik.

dalam rangka

Jumlah
Pelaksana

2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik

Jaminan
Pelayanan

mi menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel,
transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
Ka

terhada roduk n telah diteta kan.anan
7 Jaminan

keamanan
dan
keselamatan

ela anan

menjamin kerahasian, keamanan dan
keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

Kami

I Evaluasi
Kinerja

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 'l (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan
menln anankatkan kine elaa

\

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada ta 8 Februari 2024

LANDONG

*

{;

FIQ

Dasar Hukum

3.

4.

5

6.



KOMPONEN URAlAN
NYAMPAIAN LAYANANPE

1 Persyaratan I
2

3

4

5

Surat pengantar keterangan waris dari desa
Foto copy surat kematian

Foto copy KTP ahli waris
Foto copy KK ahli waris
Foto fisik ahli waris saat tanda tangan

2 Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan Surat
pernyataan rekomendasi waris ditujukan kepada Camat
Dawarblandong

2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan bahwa
permohonan pemyataan rekomendasi waris keluar telah
diterima;

3. Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan
pernyataan rekomendasi waris keluar;

4. Pengguna layanan menerima Surat rekomendasi
pernyataan waris

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lama t hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4

5 Produk
Pelayanan

Surat rekomendasi pernyataan waris

Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

uan, saran, dan masukan dapat disampaikan
melalui via:

a. O Pengaduan dan Pelayanan 0856-0881-g3gs

b. lQ! kecamatan.dawarbtandong

". 
E k."".atan.dawarblandong

d. Survey Kepuasan Masyarakat
d/felsurvev?idUser= 1 29 1https://sukma iatimprov.qo.i

Pengad

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292);

1

STANDAR PELAYAI{Ail
SURAT REKOMENDASI PERNYATAAN WARIS

NO

Biaya[Tarif Gratis

6.



Peraturan Pemerintah Nomor
Pelaksanaan Undang-Undang No
Keterbukaan lnfomasi publik (L
lndonesia Tahun 2010 Nomor

61 Tahun 2010 tentang
morl4 Tahun 2008 tentang
embaran Negara Republik
99, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5149);

Peraturan Pemerintiah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor S3S7);

Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati No 54 Tahun 2020 Tentang
Pelimpahan sebagian Kewena ngan Kepada Camat

2 Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan

2. Mela dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner

6. Jaringan internet;
Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang
Administrasi dan

2. Pegawai yang
Adminduk

bisa meng o p rasio nalka n Aplikasi

bidangmemiliki pengetahuan di

4 Pengawasan
lnternal

Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian
mutu pelayanan publik.

5 Jumlah
Pelaksana

orang pelaksana pelayanan publik2 (dua)

o Jaminan
Pelayanan

amin pelayanan kama Cepat, akuntabel,
transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah diteta

Kami menj

pkan.
7 Jaminan

keamanan
dan
keselamatan
pelayanan

mi menjamin kerahasian, keamanan dan
keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

Ka

8 Evaluasi
Kinerja

penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayanan.

Evaluasi

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada tanggal 28 F ebruari 2024

NDONG

G

o
IJ

3.



STANDAR PEIIYANAN

FASILITASI SURAT PINDAH KELUAR

URAIANNO KOMPONEN
PENYAMPAIAN LAYANAN
Persyaratan1 Pengguna layanan Mengisi form

melampirkan:
a. Surat pengantar pindah dari desa

b. Foto copy KK

c. Foto copy KTP

d. Foto copy Surat Nikah

1 F1 .03 dengan

2 Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan Surat
pindah keluar ditujukan kepada Camat Dawarblandong
Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan bahwa
permohonan Surat pindah keluar telah diterima;
Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan Surat
pindah keluar;

1

2

3

4 Pen indah keluaruna la anan menerima Surat
5 Paling lama t hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4 Biaya/Tarif Gratis

5 Surat pindah keluar

6 Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

dan masukan dapat disampaikan

a, O Pengaduan dan Pelayanan 0856-0881-838s
b. @ kecamatan.dawarlclandong

". 
B k."".atan.dawarblandong

d. Survey Kepuasan Masyarakat
?idUser=1291o. id/felsurvehtt rovs://sukma atim

Pengaduan, saran,
melalui via:

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnfomasi Publik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);

1

Jangka Waktu
Pelayanan

Produk
Pelayanan



. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5357);

. Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati No 54 Tahun 2O2O Tentang

Pelimpahan sebagian Kewenangan KePada Camat

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan

2. Meja dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner

6. Jaringan internet;

2 Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang
Administrasi dan

2. Pegawai yang bisa mengoprasionalkan Aplikasi
Adminduk

Pengawasan
lnternal

Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian
mutu pelayanan publik.

5 Jumlah
Pelaksana

2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik

6. Jaminan
Pelayanan

Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel,
dran an SCSUAtranspa keb anutuh una anpengg layan

terhad uk nap prod tepe ayana ah d nkayang itetap
7 Jaminan

keamanan
dan
keselamatan
pelayanan

lamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
dap produk pelayanan yang telah ditetapkan

menjamin kerahasi?h, keamanan danKami
kesel
terha

8 Evaluasi
Kinerja

Evaluasi epen standarrapan npel diniayana akukan
minimal 1 satu kal( alad m) 1 satu Bu lan(, Se lanjutnya
d lakukan survei ukepuasan kntu kanperbai dan
meni nkatka neking rF pelayanan

Ditetapkan di
Pada Februari 2024

4.

)



STANDAR PELAYAI{A]{

FASILITASI PENERBITAN KARTU KELUARGA

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Pengguna layanan Mengisi formulir Kartu Keluarga dengan
melampirkan :

a. KK yang lama

1

erubahan datab. Bukti atendukun lain seba
2 Sistem,

Mekanisme,
dan Prosedur

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan
Penerbitan Kartu Keluarga ditujukan kepada Camat
Dawarblandong

Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan' bahwa
permohonan Penerbitan Kartu Keluarga telah diterima;
Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan
penerbitan Kartu Keluarga;

1

2

3

4 aanan menerima Kartu KeluaPe una la
3 Jangka Waktu

Pel nan
ari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkapPaling lama t h

4 Biaya/Tarif Gratis

5
Pela anan

Kartu Keluarga

6 an masukan dapat disampaikanPengaduan, saran, d
melalui via:

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4M6):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 1'12, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnfomasi Publik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pela ublik lndonesiaanan Publik Lembaran N ara Re

Persyaratan

Produk

Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan a. O Pengaduan dan Pelayanan 0856-0881-83g8

b. @ kecamatan.dawarblandong

". 
E k."amatan.dawarblandong

d. Survey Kepuasan Masyarakat
https://sukma. iatimprov.qo. id/felsurvev?id User= 1 29 1



Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5357);

Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati No 54 Tahun 2O2O Tentang
Pelim n a CamatKewena

2 Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
2. Meja dan kursi;

3. Komputer;
4. Printer;

5. Scanner
6 an internet

3 Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai ya
Administrasi

2. fegawai yang bisa mengoprasionalkan AplikasiAdminduk

ng memiliki
dan

pengetahuan di bidang

Pengawasan
lnternal dalam rangkaetiS bulanap dilaku kan rapat

nda niapenge mutu upelayanan b k.p
5. Jumlah

Pelaksana
2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik

6 Jaminan
Pelayanan

Kami me nminja pe layanan akuntabeCepat,
ntra s n danpara SCSua ke hbutu na unapengg nanlayadterha a uk n te ah d kan7 Jaminan

keamanan
dan
keselamatan

nan

miKa men nmi hkeraua nasia keama ann ndakeSE amatan sesua kebutu nha unapengg nlayanaterhadap ukprod pela n na nya ya tela dhg iteta npka

8 Evaluasi
Kinerja

Selanjutnyasurvei

Eva ASu enep stand rarapan anan nipelay ladi kukanm n 1mal satu( kali da) lam 1 satu Bu a( n)dilaku kan ukepuasan ntu k rbaikanpe dannme nkatka neka

Pada
rblandong

2024

DONG

4.

kami



!
STANDAR PELAYATIIAN

FASILITASI PENERBITAN AKTE KELAHIRAN

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Persyaratan 1. Pengguna layanan Mengisi form
melampirkan:
a. Surat kelahiran dari Desa/Kelurahan

b. Foto copy KK

c. Foto copy KTP orang tua

d. Foto copy Surat Nikah

e. Foto copy KTP saksi 2 orang

f. Foto copy ijasah
g. SPTJM Kebenaran Kelahiran

F2.01 dengan

2 Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan
Penerbitan Akte Kelahiran ditujukan kepada Camat
Dawarblandong

2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan bahwa
permohonan Penerbitan Akte Kelahiran telah diterima;

3. Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan
penerbitan Akte Kelahiran;

4. Pengguna layanan menerima Akte Kelahiran
3 Jangka Waktu

Pelayanan
Paling lama t harisejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4 Biaya/Tarif Gratis

5 Produk
Pelayanan

Akte Kelahiran

6. Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampa ikan
melalui via:

a. {} Pelayanan dan Pengaduan ( 0856-0881-8385 )

b. lB kecamatan.dawarblandong

". 
ffi kecamatan.dawarblandong

d. Survey Kepuasan MasYarakat
https://sukma i ati m prov. q o. idlfe/s urvey?idUser=1291

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Infomasi Publik Lembaran N ara



lndonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Bupati Mojokerto No 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati No 54 Tahun 2020 Tentang
Pell4pahan sebagian Kewenangan Kepada Camat

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
2. Meja dan kursil
3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner
6. Jari i

3. Kompetensi
Pelaksana

Pegawai ya
Administrasi

1 ng memiliki pengetahuan di bidang
dan

2. Pegawai yang bisa mengoprasionalkan Aplikasi
Adminduk

4 Pengawasan
lnternal

Setiap bulan dilakukan rapat dalam
pengendalian mutu pelayanan publik.

rangka

5 Jumlah
Pelaksana

2 (dua) orang pelaksana pelayanan publik

6 Jaminan
Pelayanan

Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel,
transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhad roduk an telah di kan

7 Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan

Kami menjamin kerahasian, keamanan dan
keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

8. Evaluasi
Kinerja

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minima! 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada ebruari 2024

DONG

*

IQ

2.



STANDAR PELAYANAiI

FASILITASI PENERBITAN AKTE KE]f,ATIAN

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN

,| Persyaratan 1. Pengguna layanan Mengisi form.
melampirkan:
a. Surat Kematian dari Desa/Kelurahan
b. Foto copy KK .

e. Foto copy KTP saksi 2 orang.

F2.01 dengan

Men isi form SPTJM kebenaran kematian
2 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan

Penerbitan Akte Kematian ditujukan kepada Camat
Dawarblandong

2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pelayanan/kasi pelayanan, yang menunjukkan bahwa
permohonan Penerbitan Akte Kematian telah diterima;

3. Pengguna layanan menunggu hasil surat permohonan
penerbitan Akte Kematian;

4. Pengguna layanan menerima Akte Kematian

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lama t hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4 BiayatTarit Gratis

5 Produk
Pelayanan

Akte Kematian

Penanganan
pengad uan,
saran dan
masukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
melalui via:

". 
O Peng"duan dan Pelayanan 0856-0881-8385

b. @ kecamatan.dawarblandong
.. E k..".atan.dawarblandong
d. Survey Kepuasan Masyarakat

https://sukma iati mprov. qo. id/feisurvev?id U ser= 1 29 1

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor l4Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnfomasi Publik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
N ara Nomor 5149

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

6.



Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor25 Tahun 2oog tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5357);

Ta Tentang

ranPeratu M okerto oN T2 ahBupati oj un 2023 tentang
atasPerubahan Peraturan Bu No 54 uh npati 2020

Pel an an Camat
2 Sarana,

Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
2. Meja dan kursi;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Scanner
6,J n

3. Kompetensi
Pelaksana

1. Pegawai ya
Administrasi
Pegawai yang bisa mengoprasionalkan Aplikasi
Adminduk

ng memiliki pengetahuan di bidang
dan

2

4 Pengawasan
lnternal

Setiap bulan dilakukan rapat
pengendalian mutu pelayanan publik.

dalam rangka

5 Jumlah
Pelaksana

) orang pelaksana pelayanan publik2 (dua

6 Jaminan
Pelayanan

Kami menjamit
transparan dan

n pelayanan kami Cepat, akuntabel,
r sesuai kebutuhan pengguna layanan,

terh roduk nan telah di kan
7 Jaminan

keamanan
dan
keselamatan

nan

menjamin kerahasian, keamanan dan
keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan,
terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

Kami

I Evaluasi
Kinerja

penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Bulan Selanjutnya
dilakukan survei kepuasan untuk perbaikan dan

Evaluasi

kinemeni

Ditetapkan di Dawarb landong
Pad ebruari 2024

FIQ


